
2. Undang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
KabupatenKutai Barat, Kabupaten Kutai Timurdan Kota
Bontang ( LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1999
Nomor175,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor3896 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
KabupatenKutai Barat, Kabupaten Kutai Timur,dan Kota
Bontang (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2000
Nomor74, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor3962);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Pasal
3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. babwa Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Malinau sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Nomor 180 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malinau sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan
peraturan perundang-undangan saat ini sehingga
perlu diganti;
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11. Peraturan Menteri......

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun
20] 3 ten tang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintab
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (
LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5165 );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

tentang
Republik
Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355 )

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik lndoneaia Tahun 2003
Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286 );
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7. Bendahara .

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKDadalah Kepala Satuan KeIja Pengelola Keuangan Daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBDdan
bertindak sebagai Sendahara Umum Daerah.

5. Satuan KeIja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPDadalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
ditetapkan denganPeraturan Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

2. Bupati adalah Bupati Malinau.

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

KESfJAKANMenetapkan: PERATURAN SUPATI TENTANG
AKUNTANSIPEMERINTAHDAERAH

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Daerah Kabupaten MaJinau Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022
Nomor 3).

12. Peraturan Menteri OaJam Negen Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah
(8erita NegaraRepubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 108 Tahu.n
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
MihkDaerah (Senta Negara Repubhk indonesia Tahun
2016 Nomor2083);
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16. Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat LRAadalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA,
belanja, transfer, surplusjdefisit-LRA, pembiayaan, dan sisa
lebihjkurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

15. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

17. Laporan .

13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pandapatan-LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.

11. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prin sip­
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan
praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah
sebagai pedoman dalam penyusunan dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan
pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar
periode maupun antar entitas.

12. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aluran dan praktek-praktek spesilik
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan.

9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
menjadi SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan Pemerintah.

8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklarifikasian, pengikhtisan transaksi dan kejadian
keuangan, penyajian laporan, serta penginterprestasian alas
hasilnya.

selanjutnya disingkat BUD
dalam kapasitas sebagai

Bendahara Umum Daerah yang
adalah PPKD yang bertindak
Bendahara Umum Daerah.

7.
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26. Bebanadalah .

oleh BUDyang mengurangi
periode tahun anggaran
diperoleh pembayarannya

Belanja adalah semua pengeluaran
saldo Anggaran Lebih dalam
bersangkutan yang tidak akan
kembali oleh pemerintah daerah.

25.

24. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri satu
atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

23. Entitas Akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang
mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang
menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan
keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

22. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas niJai suatu pos
yang disajikan dalam LRA,LPSAL,LO, LPE, Neraca dan LAK
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplusj defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

20. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.

19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplusjdefisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dan
SALawal, SilPAjSiKPA, koreksi dan SAL akhir.
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b. kebijakan Akuntansi. .....

a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan

(1)Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 meliputi:

Pasa13

(3) Basis yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
daerah menggunakan basis akrual dalam hal penyusunan dan
pelaksanaan anggaran berdasarkan Basis Kas untuk itu LRA
disusun berdasarkan Basis Kas.

(2) Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan
entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dalam
lingkup Pemerintah Daerah.

(I) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar
Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
yang mengacu pada Kerangka Konseptual SAP.

Pasal 2

BAB II
KEBIJAKANAKUNTANSIPEMERINTAHDAERAH

30. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi
sesuai dengan seharusnya.

29. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah.

28. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah daerah.

27. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan Zatau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan zatau sosial
dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakal
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.

26. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.
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i. Lampiran DC. .

h. Lampiran VIII : KebijakanAkuntansi Investasi;

g. Lampiran vn :KebijakanAkuntansi Persediaan;

: KebijakanAkuntansi Piutang;f. Lampiran VI

: KebijakanAkuntansi Laporan Arus Kas;e. Lampiran V

Laporan Perubahan Ekuitas;

: KebijakanAkuntansi Laporan Operasional dand. Lampiran IV

SaldoAnggaran Lebih;

Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan

: KebijakanAkuntansi Laporan Realisasic. Lampiran III

: Penyajian Laporan Keuangan;b. Lampiran II

: KerangkaKonseptual KebijakanAkuntansi
Pemerintah Daerah;

a. Lampiran I

KebijakanAkuntansi Pemerintah Daerah tercantum dalam:

Pasal 5

Kebijakan akun tansi Pemerintah Daerah sebagimana dimaksud
dalam pasal (2) mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan
umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar
entitas akuntansi.

Pasal 4

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam
SAP.

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam
SAP.

(3)Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian,
dan/ atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan
SAPatas:

(2)Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimaria
dimaksud pada ayat (1)huruf a memuat penjelasan alas unsur­
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam
penyajian pelaporan keuangan.

b. kebijakan akuntansi akun.
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b. Neraca ..

a. Laporan Realisasi Anggaran;

(4) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud
pada ayat (J) paling sedildt meliputi:

(3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disusun dan disajikan oleh Kepala SKPKDselaku PPKDsebagai entitas
pelaporan untuk disampailcan kepada Kepala Daerah dalam rangka
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Laporan keuangan SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai
entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca;
c. laporan operasional;
d. laporan perubahan ekuitae: dan
e. catatan atas laporan keuangan.

(1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah
Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas
laporan keuangan SKPDselaku entitas akuntansi.

BAB III
PELAPORANKEUANGAN

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

q. Lampiran XVII : KebijakanAkuntansi Laporan Keuangan
Konsolidasi;

Pasal 6

p. Lampiran XVI : KebijakanAkuntansi Catatan atas Laporan
Keuangan;

Perubahan Kebijakan, Perubahan Estimasi
dan Operasi YangTidak Dilanjutkan;

o. Lampiran XV : KebijakanAkuntansi KoreksiKesalahan,

n. Lampiran XN :KebijakanAkuntansi Kewajiban;

m. Lampiran xrn : KebijakanAkuntansi Aset Lainnya;
Pengerjaan.;

: KebijakanAkuntansi Konstruksi Dalam

: KebijakanAkuntansi AsetTetap;

: Kebijakan Akuntansi KonsesiJasa;

: Kebijakan Akuntansi Properti Investasi;r. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran Xl

I. LampiranXli
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Pasal9 .

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Malinau Nomor 180 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi
Pemerintah Kabupaten Malinau ( Berita Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2014 Nomor 180), sebagaimanatelahbeberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 26), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BABIV
KETENTUANPENUTUP

(3)Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) memuat pemyataan bahwa pengelolaan APBD
telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern
yang memadai dan akun tansi keuangan telah diselenggarakan
sesuai dengan SAP.

Pasa18

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan pemyataan tanggung jawab yang
ditandatangani oleh PPKDselaku BUD.

(1)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat (1) disertai dengan pernyataan tanggung
jawab yang ditandatangani oleh Bupati.

Pasal7

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan

e. Laporan Perubahan Ekuitas;

d. Laporan Operasional;

c. Laporan Arus Kas;

b. Neraca;

- 9 -



BERITADAERAHKABUPATENMALINAUTAHUN2023 NOMOR26.

~
'--

ERNES SILVANUS

SEl<RETARISDAERAHKABUPATENMALrNAU,

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 22 Desember 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintal'lkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Malinau.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9
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